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Abstract

This research aims at examining the Indonesia'’s local government autonomy in financial
management. Based on 2006 — 2014 data, this research finding shows that autonomy ratio is still very
low although there was increasing growth in local revenue.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji sampai sejauh mana tingkat kemandirian pemda di Indonesia
dalam mengelola keuangannya. Berdasarkan hasil pengolahan data tahun 2006 — 2014, hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah meskipun terdapat

pertumbuhan dalam pendapatan asli daerah.

Kata-kata kunci: otonomi daerah, analisis laporan keuangan pemda, pendapatan asli daerah, rasio

kemandirian, rasio pertumbuhan.

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan desentralisasi atau otonomi
daerah di Indonesia, antara lain dalam bentuk
pemekaran berbagai daerah, berupa Daerah
Tingkat I (Provinsi) maupun Daerah Tingkat II
(Kabupaten dan Kota), bertujuan untuk
memberikan kewenangan yang lebih luas kepada
setiap daerah untuk mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri serta mengelola potensi
sumber daya yang dimilikinya dalam rangka
pemberian layanan publik yang lebih dekat dan
optimal bagi masyarakat di daerahnya (secara
mandiri, tidak terlalu tergantung pada pemerintah
pusat), memudahkan masyarakat untuk
memantau dan mengontrol penggunaan dana dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), menciptakan persaingan yang sechat
antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi di
daerah. Melalui layanan publik yang optimal,
yang berarti efektif, efisien, dan selaras dengan
budaya dan kondisi daerah, diharapkan akan

tercipta daerah-daerah di Indonesia yang
semakin berkembang, mandiri, dan maju, dan hal
ini selanjutnya akan mendorong perkembangan
dan kemajuan Indonesia dari waktu ke waktu,
tanpa meninggalkan ciri khas Indonesia yang
beraneka ragam budaya dan dengan tetap dalam
kerangka ruang lingkup Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).

Namun demikian, perlu disadari bahwa
upaya desentralisasi tidak hanya sekedar
pemekaran daerah dalam rangka perolehan
kebebasan atau kewenangan oleh pemerintah
daerah (pemda) semata untuk menetapkan
kebijakan dalam rangka mengelola daerah
beserta sumber dayanya (yang dapat berbeda
ragam antar daerah tergantung kondisi tiap
daerah), akan tetapi harus diimbangi pula dengan
kemauan dan kemampuan daerah untuk
menunjukkan dan meningkatkan ke-mandirian
dalam mengelola keuangannya, baik jangka
pendek maupun jangka panjang. Pengelolaan
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keuangan daerah pun tidak hanya sekedar
penetapan kebijakan terkait pengelolaan belanja
daerah serta pemakaian dana transfer dari
pemerintah pusat (misalnya berupa Dana Alokasi
Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus
(DAK)), tetapi juga penggalian dan peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan
potensi sumber daya yang ada, baik di sektor
produksi maupun jasa, hingga pada akhirnya
akan tercapai apa yang menjadi harapan atau
filosofi otonomi daerah, yaitu bahwa semua
daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua
urusan pemerintahan dan pembangunan dengan
bertumpu pada PAD yang dimilikinya sebagai
wujud kemandirian daerah (Haryanto, 2007,
dalam Hadi, 2010; Setiaji dan Adi, 2007;
Leiwakabessy dan Solichin, dalam FDASP,
2006).

Selama ini sering tersiar kabar bahwa pemda
terkesan mengandalkan dana transfer dari
pemerintah pusat dalam membiayai belanjanya,
misalnya belanja gaji pegawai pemerintah daerah
yang akan dibiayai melalui dana dari DAU, dan
porsi ini semakin besar jumlahnya seiring dengan
upaya pemda untuk meningkatkan jumlah dan
gaji para pegawainya (Waluyo, 2011 dan Usman,
2013). Jika kebijakan/kondisi di atas berjalan
terus, yakni jika anggaran belanja pegawai makin
meningkat hingga menyerap sebagian besar
anggaran pemda, padahal seharusnya atau
idealnya anggaran pemda seharusnya lebih
banyak diarahkan kepada belanja publik
(pembelanjaan dalam rangka pemberian layanan
publik dan pembangunan sarana publik /
infrastruktur), dalam bentuk belanja barang dan
belanja modal, maka dikhawatirkan terjadi
“kebangkrutan” pada daerah yang bersangkutan,
seperti yang disampaikan oleh Usman (2013) di
Sumatera Utara (Sumut), maupun yang benar-
benar terjadi di kota Yuubari di Hokkaido, Jepang
pada tahun 2007 (Roychan-syah, 2007 dan JICE,
2015).

Roychansyah (2007) menambahkan bahwa
kasus kebangkrutan di Jepang tidak hanya terjadi
di Yuubari, akan tetapi juga pernah terjadi di kota
Akaike di Prefektur Fukuoka pada tahun 1992
dan kota Atami di Prefektur Sizhuoka. Kondisi di
atas terjadi karena ke-kurangberesan negara
Jepang saat itu dalam mengelola neraca keuangan
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publiknya, sehingga muncul peningkatan hutang
dalam negeri dan ketidakseimbangan neraca
anggaran di dalam pemerintahan (dari pusat
hingga daerah) yang semakin besar. la juga
mengingatkan bahwa kondisi di atas bisa
menimpa tidak hanya dalam skala kota, namun
bisa meluas hingga skala negara.

Untuk menghadapi “kekhawatiran bangkrut”
sebagaimana diuraikan di atas, tentunya setiap
daerah di Indonesia dapat mengantisipasinya
dengan meningkatkan porsi pendapatan,
terutama dari sisi PAD, sebagai wujud
kemandirian. Namun, beberapa penelitian justru
menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pemda
dalam pengelolaan keuangan daerah ternyata
masih rendah. Leiwakabessy dan Solichin
(dalam FDASP, 2006) dalam penelitiannya atas
29 provinsi di Indonesia hingga tahun 2000
menunjukkan masih relatif rendahnya proporsi
PAD terhadap total pendapatan daerah di
Indonesia, yaitu rata-rata sebesar 14,6% selama
tahun anggaran 1984/ 1985 sampai dengan
1990/1991, dan 23,5% pada tahun 2000. Selain
itu, untuk tahun anggaran 1984/1985 sampai
dengan 1990/ 1991 semua provinsi mempunyai
PAD kurang dari 50%, kecuali DKI Jakarta,
sehingga hal ini menunjukkan bahwa subsidi
pemerintah pusat ternyata lebih dominan
daripada PAD dalam rangka pembiayaan
pembangunan daerah, dan jika dirinci maka PAD
hanya membiayai pengeluaran rutin daerah
sebesar kurang dari 30%. Hasil penelitian Halim
(dalam Halim, 2007 serta Halim dan Kusufi,
2012) di Kabupaten Boyolali pada tahun
anggaran 1997/1998 sampai dengan 2000
menunjukkan bahwa kemandirian daerah dalam
mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk
melakukan tugas-tugas pemerintahan, pem-
bangunan, dan pelayanan sosial masyarakat
masih rendah, bahkan cenderung turun. Hasil
penelitian Pramono (2014) di Kota Surakarta
menunjukkan masih rendahnya rasio kemandirian
(15,83% pada tahun 2010 dan 22,44% pada tahun
2011). Hasil penelitian Puspitasari (tanpa tahun)
di Kota Malang pada tahun 2007 sampai dengan
tahun 2011 menunjukkan masih rendahnya rasio
kemandirian (berturut-turut sebesar 15,62%,
13,32%, 13,71%, 13,52%, dan 20,63%). Hasil
penelitian Nurhayati (tanpa tahun) di Kabupaten



Buton Utara pada tahun 2009 sampai dengan
2011 juga menunjukkan masih rendahnya rasio
kemandirian (berturut-turut sebesar 1%, 1,9%,
dan 1,7%). Deskripsi dan Analisis Anggaran
Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Tahun
2010 oleh Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan juga
menun-jukkan bahwa meskipun secara nominal
seluruh komponen pendapatan mengalami
kenaikan dibanding tahun sebelumnya dan secara
% kontribusi Dana Perimbangan terus
mengalami penurunan, namun % PAD hanya
mengalami sedikit peningkatan, yang mana
komposisi PAD di kabupaten/kota relatif masih
rendah (8%, tahun sebelumnya sebesar 7%,
sedangkan kontribusi Dana Perimbangan
mencapai 82%).

Berangkat dari hasil-hasil penelitian di atas,
peneliti terdorong untuk meneliti lebih lanjut
perkembangan tingkat kemandirian pemda
dalam mengelola keuangannya dengan
memperpanjang rentang waktu data yang diteliti
(yaitu sejak tahun 2006 hingga 2014 sesuai
dengan hasil laporan keuangan teraudit terakhir),
memperluas obyek penelitian (yakni dengan
menggunakan data seluruh kabupaten/kota di
Indonesia), dan menerapkan analisis rasio
sebagaimana yang diterapkan oleh Pramono
(2014), Puspitasari (tanpa tahun), dan Nurhayati
(tanpa tahun), yang mencakup rasio kemandirian
dan rasio pertumbuhan.

2. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah sampai sejauh mana tingkat kemandirian
pemda dalam mengelola keuangannya.

3. TUJUAN/MANFAAT PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti
sampai sejauh mana tingkat kemandirian pemda
dalam mengelola keuangannya. Hasil penelitian
ini diharapkan dapat digunakan untuk menilai
kemajuan pelaksanaan otonomi daerah, sehingga
dapat diperoleh dasar yang memadai bagi
pemerintah (pusat dan daerah) untuk mengambil
kebijakan yang lebih tepat untuk lebih
menyukseskan otonomi daerah, semakin tepat

dalam mengalokasikan belanja negara/daerah,
mendorong kemandirian daerah, dan menambah
khazanah pengetahuan di bidang akuntansi
sektor publik mengingat masih terbatasnya
penelitian tentang akuntansi sektor publik dan
analisis laporan keuangan pemerintah.

4. TINJAUAN PUSTAKA
4.1 Otonomi Daerah

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014,
wilayah NKRI dibagi atas daerah provinsi, dan
daerah provinsi itu selanjutnya dibagi atas daerah
kabupaten dan kota. Pemerintahan daerah
diberikan otonomi yang seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip NKRI. Otonomi daerah adalah
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat. Daerah otonom (selanjutnya disebut
daerah) merupakan kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas-batas wilayah, yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat. Penyelenggaraan urusan
pemerintahan, yang mencakup upaya untuk
melindungi, melayani, memberdayakan, serta
menyejahterakan masyarakat, antara lain
dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi
(UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 dan
Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 38 Tahun 2007).

4.2 Keuangan Daerah

Dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan
penataan daerah, yang ditujukan untuk mewujudkan
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan
masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas
pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata
kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing
nasional dan daya saing daerah, serta memelihara
keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya
daerah. Penataan daerah terdiri atas pembentukan
(berupa pemekaran dan penggabungan) daerah
dan penyesuaian daerah. Pembentukan daerah
diawali dengan pembentukan daerah persiapan
dan daerah persiapan tersebut wajib memenuhi
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persyaratan dasar sebelum ditetapkan sebagai
suatu daerah, antara lain berupa persyaratan dasar
kapasitas daerah. Kapasitas daerah menunjukkan
kemampuan daerah untuk berkembang dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Persyaratan
dasar kapasitas daerah antara lain didasarkan
pada parameter potensi ekonomi daerah dan
keuangan daerah. Parameter potensi ekonomi
daerah meliputi pertumbuhan ekonomi dan
potensi unggulan daerah, sedangkan parameter
keuangan daerah meliputi kapasitas Pendapatan

Asli Daerah (PAD) daerah induk, potensi PAD

daerah persiapan, serta pengelolaan keuangan

dan aset daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014

sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2

Tahun 2015 dan Nomor 9 Tahun 2015).

Yang dimaksud dengan keuangan daerah
adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di
dalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah
tersebut. Keuangan daerah meliputi:

a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah
dan retribusi daerah serta melakukan
pinjaman;

b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan
urusan pemerintahan daerah dan membayar
tagihan pihak ketiga;

c. Penerimaandaerah;

Pengeluaran daerah;

e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh
daerah atau dikelola oleh pihak lain, yang
berupa uang, surat berharga, piutang,
barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai
dengan uang, termasuk kekayaan yang
dipisahkan pada perusahaan daerah.

(PP Nomor 58 tahun 2005; Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah
dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan
Permendagri Nomor 21 tahun 2011; STAN
(2007a).

4.3 Pendapatan daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah
yang diakui sebagai penambah nilai ke-kayaan
bersih daerah dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri atas
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan
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Transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang
sah.

PAD adalah pendapatan daerah yang
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. PAD
mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
dan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan transfer terdiri atas transfer
pemerintah pusat (Dana Perimbangan, Dana
Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana
Desa), serta transfer antar daerah (pendapatan
bagi hasil dan bantuan keuangan). Dana
perimbangan adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN (Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara), yang dialokasikan pada daerah
berdasarkan angka % untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil
(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana
Alokasi Khusus (DAK). DBH dialokasikan pada
daerah penghasil berdasarkan angka % tertentu
untuk mengurangi ketimpangan ke-mampuan
keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
DAU dialokasikan pada daerah untuk pemerataan
kemampuan keuangan antar daerah dalam
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
desentralisasi. DAK dialokasikan pada daerah
tertentu untuk membantu mendanai kegiatan
khusus yang merupakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah dan sesuai
dengan prioritas nasional.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah
seluruh pendapatan daerah selain PAD dan
pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana
darurat, DBH pajak dari provinsi kepada
kabupaten/kota, dana penyesuaian dan otonomi
khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau dari
pemda lainnya, dan lain-lain pendapatan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan (UU
Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 dan Nomor 9
Tahun 2015; UU Nomor 33 tahun 2004; UU
Nomor 28 Tahun 2009; PP Nomor 55 tahun 2005;
PP Nomor 57 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun
2006; PMK Nomor 241/PMK.07/2014; PMK
Nomor 250/ PMK. 07/ 2014; Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah
dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan



Permendagri Nomor 21 tahun 2011; Darise,
2008; STAN (2007a), DJPK, tanpa tahun).

4.4 Rasio Kemandirian dan Rasio Pertumbuhan

Tujuan umum penyusunan laporan
keuangan adalah untuk menyajikan informasi
mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran,
arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas
pelaporan yang bermanfaat bagi para penggunanya
dalam membuat dan mengevaluasi keputusan
mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik
bagi pemerintah, tujuan pelaporan keuangan
adalah untuk menyajikan informasi yang berguna
untuk pengambilan keputusan dalam rangka
menunjukkan akuntabilitas pemerintah pada para
stakeholder atas sumber daya yang dipercayakan
kepadanya. Laporan keuangan untuk tujuan
umum juga mempunyai peranan prediktif dan
prospektif (menyediakan informasi yang berguna
untuk memprediksi besarnya sumber daya yang
dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan,
sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang
berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian
yang terkait (Hadi, 2010).

Biasanya laporan keuangan dapat dijadikan
acuan untuk mengukur kinerja keuangan suatu
entitas dengan menggunakan analisis rasio dari
angka-angka pada pos-pos yang ada pada laporan
keuangan. Pengukuran kinerja keuangan dengan
analisis rasio atas laporan keuangan pemerintah
tentunya berbeda dengan analisis rasio keuangan
pada sektor bisnis karena dalam kinerja
pemerintah tidak terdapat net profit (laba bersih)
dari aktivitasnya (Prasetya, 2005, dalam Hadi,
2010).

Secara umum, Analisis Laporan Keuangan
(ALK) dilakukan dengan menggunakan metode
dan teknik analisis tertentu dalam melihat ukuran
dan hubungan antar unsur dalam laporan
keuangan (sehingga perlu ada penguraian pos-
pos dalam laporan keuangan menjadi unit
informasi yang lebih rinci). Hasil ALK
diharapkan dapat meminimalkan, bahkan
menghilangkan, penilaian pengguna laporan
keuangan selaku pengambil keputusan, yang
bersifat dugaan semata, ketidakpastian, pertimbangan
pribadi, dan lain-lain. Bahkan melalui ALK dapat
diketahui adanya kesalahan proses akuntansi,
sehingga pada akhirnya hasil ALK akan

menambah keyakinan pengguna laporan keuangan
atas data/informasi yang tersedia dan akhirnya
pengambilan keputusan yang dilakukannya akan
menjadi lebih akurat. Karakteristik ALK adalah
berfokus pada laporan keuangan utama, memuat
analisis hubungan, mengandung analisis dan
prediksi, serta hasilnya tergantung dari
kemampuan analisnya (STAN, 2007b).

ALK selama ini umumnya diterapkan pada
sektor bisnis, antara lain berupa liquidity ratio,
activity ratio, profitability ratio, coverage ratio,
solvability ratio, leverage ratio, asset
management efficiency ratio, capital structure
ratio, dan market value ratio (Kieso, Weigandt,
and Warfield, 2011; Stice, Stice, and Skousen,
2010; Subramanyam and Wild, 2009; Titman,
Keown, and Martin, 2014; STAN, 2007b).
Penggunaan analisis rasio pada sektor publik
(khususnya pemerintah daerah) belum banyak
dilakukan, sehingga secara teori belum ada
kesepakatan secara bulat mengenai nama dan
kaidah pengukurannya. Namun, dalam rangka
pengelolaan keuangan daerah yang transparan,
jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel,
analisis rasio terhadap APBD (di pemda) perlu
dilakukan meski kaidah akuntansi dalam APBD
berbeda dengan kaidah akuntansi transaksi
keuangan di perusahaan swasta (Halim, 2002,
dalam Hadi, 2010).

Bagipemda, ALK penting untuk:

a. meyakini ketaatan pemda terhadap
peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

b. mengetahui kondisi keuangan pemda
beserta perubahannya;

c. mengetahui kemampuan pemda dalam
memenuhi kewajibannya;

d. mengetahui kemampuan pemda dalam
menyediakan dana untuk kegiatannya;

e. mengevaluasi kinerja pemda dalam
melaksanakan program-programnya;

f.  mengetahui potensi pemda dalam meng-
hasilkan sumber daya.

ALK bermanfaat untuk:

a. menyediakan tambahan penjelasan atas data
dan informasi keuangan termasuk informasi
yang tidak secara eksplisit disajikan dalam
laporan keuangan;

b. mengetahui kesalahan dan hal-hal yang
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bersifat tidak konsisten yang terkandung

dalam laporan keuangan;

c. mengetahui sifat hubungan antar pos dan
antar laporan, yang dapat digunakan untuk
prediksi, rating, dan sebagainya;

d. menilai perkembangan dan pencapaian
pemda serta membuat proyeksi keuangan di
masa mendatang;

e. mengevaluasi kondisi keuangan pemda di
masa lalu, saat ini, dan perkiraan di masa
yang akan datang;

f.  mengetahui komposisi struktur keuangan
pemda schingga dapat memahami situasi
dan kondisi keuangan yang dialaminya.
Metode ALK mencakup analisis vertikal,

horizontal, dan rasio (analisis hubungan,

perbandingan, dan kecenderungan pos-pos
dalam laporan keuangan) (STAN, 2007b; DJPK,

2014). Terkait dengan pendapatan, rasio yang

dipakai untuk mengukur kinerja keuangan pemda

(untuk melihat kemampuan daerah dalam

menjalankan otonomi daerah) antara lain adalah

rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi
fiskal) dan tingkat pertumbuhan PAD.

Rasio kemandirian dapat diukur dengan
membandingkan jumlah PAD terhadap jumlah
bantuan pemerintah pusat/provinsi kepada
daerah (terutama DAU) ditambah jumlah
pinjaman (selain utang PFK dan utang pajak
pusat (PPN/PPh)), atau dapat dirumuskan
sebagai berikut:

Rasio kemandirian
PAD

Bantuan pemerintah pusat/provinsi + pinjaman

Sumber: Halim (2007); Halim dan Kusufi (2012)

Kriteria rasio kemandirian adalah sebagai berikut:

Kemampuan Rasio Pola
keuangan kemandirian hubungan
pusat — daerah
dalam
otonomi
daerah
Rendah sekali | 0% - 25% Instruktif
Rendah >25% -50% | Konsultatif
Sedang >50% - 75% | Partisipatif
Tinggi >75%-100% | Delegatif
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a. Pola hubungan instruktif, yaitu pola
hubungan yang terjadi ketika peranan
pemerintah pusat lebih dominan daripada
kemandirian pemerintah daerah, atau daerah
tidak mampu melaksanakan otonomi daerah
secara finansial;

b. Pola hubungan konsultatif, yaitu pola
hubungan yang terjadi ketika campur tangan
pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan
lebih banyak pada pemberian konsultasi
karena daerah dianggap sedikit lebih mampu
melaksanakan otonomi daerah,;

c. Pola hubungan partisipatif, yaitu pola
hubungan yang terjadi ketika peranan
pemerintah pusat semakin berkurang
mengingat tingkat kemandirian daerah
otonom yang bersangkutan mendekati
mampu melaksanakan urusan otonomi
(peran pemberian konsultasi beralih ke peran
partisipasi pemerintah pusat);

d. Pola hubungan delegatif, yaitu pola
hubungan yang terjadi ketika campur tangan
pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena
daerah dipandang telah benar-benar mampu
dan mandiri dalam melaksanakan urusan
otonomi daerah, artinya pemerintah pusat
siap dan dengan keyakinan penuh
mendelegasikan otonomi keuangan kepada
pemerintah daerah).

(Widodo (dalam Halim (2002, dalam Puspitasari,

tanpa tahun)); Paul Hersey dan Kennet Blanchard

(dalam Halim (2001, dalam Puspitasari, tanpa

tahun)); Kepmendagri Nomor 690.900-327

tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan

Kinerja Keuangan (dalam Pramono, 2014 dan

Sudiarsa, 2013)).

Rasio kemandirian adalah rasio yang
digunakan untuk tingkat kemampuan pemda
dalam mendanai aktivitasnya (sebagai indikator
tingkat partisipasi masyarakat lokal terhadap
pembangunan daerah, perkembangan ekonomi
daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Rasio
kemandirian yang lebih tinggi menunjukkan
ketergantungan daerah yang lebih rendah
terhadap pihak lain yang dapat memberikan dana
perimbangan dan pinjaman. Makin besar rasio
kemandirian berarti kemandirian keuangan
pemda semakin baik. Bila perbandingan sumber
pembiayaan dari PAD terhadap DAU semakin



besar, berarti hal ini menunjukkan tingkat
kemandirian pemda yang semakin meningkat
pula (STAN, 2007, dalam Hadi, 2010).

Rasio pertumbuhan PAD menunjukkan
pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun, atau dapat
dirumuskan sebagai berikut:

Rasio pertumbuhan PAD
(PAD,—-PAD,))

PAD,,

PAD,= PAD tahun sekarang
PAD,,= PAD tahun sebelumnya

Rasio pertumbuhan PAD yang lebih tinggi
menunjukkan kemampuan daerah yang lebih
baik dalam memperoleh PAD dibandingkan
periode sebelumnya. Makin besar rasio ini maka
makin baik tren keuangan pemda.

5. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan
model penelitian yang dilakukan oleh
Leiwakabessy dan Solichin (FDASP, 2006)
dengan rentang waktu yang lebih panjang, yaitu
tahun 2006 sampai dengan 2014. Penelitian
dilakukan dengan menggunakan data sekunder
berupa data-data keuangan daerah tahun 2006 —
2014 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik
(BPS).

6. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Data terkait pengelolaan keuangan daerah
dapatdilihat pada Tabel 1.

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa
hingga tahun 2014 tingkat kemandirian daerah
dalam pengelolaan keuangannya masih rendah
sekali, terbukti bahwa sejak tahun 2006 hingga
tahun 2014 ternyata proporsi PAD terhadap DAU
saja, belum termasuk pinjaman, atau dalam hal
ini disebut sebagai rasio kemandirian, masih di
bawah 25% (karena hanya berkisar antara 10%
hingga 16%). Jika dibandingkan dengan total
pendapatan, total PAD juga hanya berkisar antara
6% hingga 9%, sedangkan DAU masih memiliki
peran yang dominan sebagai unsur pendapatan
daerah, yaitu antara 50% hingga 62%. Jika
dibandingkan dengan dana perimbangan secara
keseluruhan, ternyata dana perimbangan masih
mendominasi dengan porsi antara 71% hingga
92%. Dengan demikian, hasil penelitian ini
sejalan dengan hasil penelitian Lei-wakabessy
dan Solichin (dalam FDASP, 2006), Halim
(dalam Halim, 2007 serta Halim dan Kusufi,
2012), Pramono (2014), Puspitasari (tanpa
tahun), dan Nurhayati (tanpa tahun). Memang
masih ada hal positif yang bisa diperoleh
berdasarkan data pada Tabel 1, yakni bahwa tren
porsi PAD, baik terhadap porsi DAU maupun
total pendapatan daerah, semakin meningkat,
sehingga pada akhirnya diharapkan mampu
semakin mengurangi porsi DAU (secara khusus)

Tabel 1. Data perbandingan PAD dengan pendapatan daerah

Dana
T PAD / perimbangan DAU/ DAK/ DBH/ PAD /Dana | PAD/ | Pertumbu
ahun | Pendapatan / pendapatan pendapatan | pendapatan | pendapatan erimbangan | DAU han PAD
daerah p daergh daerah daerah daerah p & an

2006 6.70 92.01 61.82 5.65 19.74 7.28 10.83

2007 6.73 85.03 60.97 6.95 17.11 7.92 11.04 17.78
2008 7.25 83.52 57.71 7.31 18.50 8.68 12.57 23.10
2009 7.49 81.26 56.98 7.98 16.29 9.22 13.15 9.27
2010 7.40 77.42 52.70 6.12 18.60 9.56 14.04 11.01
2011 8.57 71.82 50.04 5.83 15.95 11.94 17.13 42.19
2012 9.88 74.72 53.54 5.34 15.83 13.22 18.45 30.44
2013 8.77 74.22 55.04 5.72 13.47 11.82 15.94 -1.61
2014 8.88 7491 56.93 5.80 12.18 11.86 15.61 6.92
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maupun dana perimbangan (secara umum)
sebagai unsur total pendapatan daerah.

Namun demikian, hal yang sangat penting
untuk dicermati dan tidak boleh dilupakan adalah
pertumbuhan (growth) PAD yang fluktuatif dan
masih cenderung rendah. Hal ini dapat diketahui
dari data tingkat pertumbuhan PAD yang pernah
mencapai hingga di atas 40% (pada tahun 2010 ke
tahun 2011, dari 11,01% menjadi 42,19%),
namun di sisi lain pernah mencapai penurunan
hingga minus (pada tahun 2011 ke tahun 2012
tingkat pertumbuhan PAD hanya 30%, dan pada
tahun 2012 ke tahun 2013 malahan mengalami
penurunan menjadi -1%), meski kemudian dari
tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami kenaikan
kembali sebesar 6,92%. Dengan demikian hasil
penelitian ini sejalan dengan hasil analisis DJPK
Kementerian Keuangan atas APBD tahun 2010
yang menyebutkan bahwa meskipun secara
nominal seluruh komponen pendapatan
mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya
dan secara % kontribusi Dana Perimbangan terus
mengalami penurunan, namun % PAD hanya
mengalami sedikit peningkatan.

Berdasarkan data rasio kemandirian yang
termasuk kriteria rendah sekali (rasio kemandirian
masih di bawah 25%), implikasi yang terjadi
adalah bahwa pola hubungan antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah dalam hal otonomi
daerah pada saat ini masih bersifat instruktif,
artinya peranan pemerintah pusat masih lebih
dominan daripada kemandirian pemerintah
daerah, atau daerah tidak mampu melaksanakan
otonomi daerah secara finansial. Tujuan mulia
otonomi daerah hingga saat ini tampaknya masih
seperti yang disampaikan oleh Hadi (2010) yaitu
bagaikan jauh panggang dari api, karena bukan
kemandirian yang dicapai, namun justru
ketergantungan pemda terhadap pemerintah
pusat yang masih besar karena tingkat capaian
PAD yang masih rendah dan proporsi bantuan
pemerintah pusat (dana perimbangan dalam
bentuk DAU) yang justru cenderung lebih tinggi
dari proporsi PAD terhadap total pendapatan. Hal
ini juga selaras dengan pernyataan yang
disampaikan oleh Mardiasmo (2002, dalam
Setiaji dan Adi, 2007), yang mengatakan bahwa
sebelum era otonomi, harapan yang besar dari
pemerintah daerah untuk dapat membangun
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daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak
daerah sendiri ternyata dari tahun ke tahun
dirasakan semakin jauh dari kenyataan karena
yang terjadi adalah adanya ketergantungan fiskal,
subsidi, serta bantuan pemerintah pusat, yang
merupakan gambaran wujud ketidakberdayaan
PAD untuk membiayai belanja daerah.

Ketergantungan atau ketidakberdayaan
pemda sebagaimana diuraikan di atas tentunya
harus segera diatasi. Pemda, baik di tingkat
provinsi dan kota/kabupaten agar senantiasa
berusaha meningkatkan PAD-nya pada tahun-
tahun berikutnya. Upaya peningkatan (pertumbuhan)
PAD dapat dilakukan dengan intensifikasi
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
yang sudah ada, sebagaimana diungkapkan oleh
Sidik (2002, dalam Setiaji dan Adi, 2007), dengan
tetap harus diimbangi dengan peningkatan kualitas
layanan publik, karena kenyataan menunjukkan
bahwa kualitas layanan publik masih banyak
yang memprihatinkan, sehingga produk layanan
publik yang seharusnya bisa dijual justru
direspon secara negatif (Mardiasmo, 2002, dalam
Setiaji dan Adi, 2007). Hal ini berarti peningkatan
kemandirian ini tidak akan mungkin terjadi
apabila tidak terjadi peningkatan peran serta
masyarakat yang tercermin dalam pembayaran
pajak ataupun retribusi (Heriansyah, 2005, dalam
Setiaji dan Adi, 2007).

Namun demikian, pemerintah daerah harus
mencegah eksploitasi yang berlebihan terhadap
upaya peningkatan PAD melalui peningkatan
pajak dan retribusi daerah ini karena eksplotasi
pajak (dan retribusi) secara berlebihan justru
akan dapat menyebabkan masyarakat semakin
terbebani, justru akan menjadi disinsentif bagi
daerah, dan akan dapat mengancam perekonomian
daerah secara makro (Mardiasmo (2002) dan
Saragih (2003), dalam Setiaji dan Adi, 2007)
sehingga yang terjadi justru penurunan PAD,
bukan sebaliknya seperti yang diharapkan, yakni
peningkatan PAD (Setiaji dan Adi, 2007). Hal ini
diingatkan oleh Lewis (2003, dalam Setiaji dan
Adi, 2007) dengan menyampaikan bahwa dalam
era otonomi ini, pemerintah daerah sangat agresif
dalam mengeluarkan produk perundang-
undangan terkait dengan pajak daerah maupun
retribusi daerah. Upaya yang dapat dilakukan
untuk mengantisipasi atau mengatasi masalah



terbebaninya masyarakat dengan pajak daerah
dan retribusi daerah sebagaimana diuraikan di
atas adalah dengan mengajak Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) untuk lebih meng-
optimalkan perannya dalam mencari, menampung,
dan merealisasikan apa yang menjadi harapan
atau aspirasi masyarakat, karena masyarakat
merupakan pihak yang terkena dampak atas
kebijakan pemda, sehingga sudah selayaknya
jika masyarakat ikut menentukan apa yang
menjadi kebutuhannya (Leiwakabessy dan
Solichin, dalam FDASP, 2006). Dengan
demikian, dapat dikatakan bahwa secara tidak
langsung terdapat peran serta aktif masyarakat
untuk ikut serta mengambil keputusan tentang
apa yang harus dilakukan pemda untuk
meningkatkan PAD, guna mendanai belanja
daerah dan memacu perkembangan pembangunan
di daerah demi kemajuan dan kemandirian
daerah. Penurunan dominasi bantuan keuangan
pemerintah pusat harus diupayakan karena sering
muncul kritik bahwa jika bantuan pemerintah
pusat berperan terlalu dominan maka dikhawatir-
kan dominasi ini akan mematikan inisiatif dan
prakarsa daerah, dan akhirnya sering muncul
fenomena pemenuhan petunjuk pelaksanaan dari
pusat (Bastian, 2001, dalam Leiwakabessy dan
Solichin, dalam FDASP, 2006). Perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan pemda
yang ideal adalah apabila setiap tingkat
pemerintahan dapat independen di bidang
keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas
dan wewenang masing-masing. Daerah mampu
berdiri sendiri dalam pembangunannya karena
mampu menggali sumber keuangan sendiri dan
ketergantungan terhadap pemerintah pusat harus
seminimal mungkin, atau dengan kata lain
subsidi dari pemerintah tingkat yang lebih atas
menjadi sumber pendapatan yang kurang penting
dibanding pendapatan sendiri (Leiwakabessy dan
Solichin, dalam FDASP, 2006).

Setiaji dan Adi (2007) selanjutnya
menyampaikan bahwa upaya peningkatan PAD
melalui pajak daerah ataupun retribusi daerah
akan berhasil bila pemerintah daerah menunjukkan
itikad yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan
pelayanan publiknya, yakni melalui peningkatan
proporsi belanja pembangunan. Wong (2004,
dalam Setiaji dan Adi, 2007) memberikan bukti

empiris adanya kenaikan pajak ketika pemerintah
menaikkan belanja pembangunan untuk sektor
industri. Selain itu, sebagai gambaran, di Jepang
pada tahun 2010, komposisi total revenue 2010
yaitu local tax (35,2%), local allocation tax
(17,6%), national treasury disbursement
(14,7%), local bonds (13,3%), dan other revenue
(19,2%) (JICE, 2015). Jika dibandingkan dengan
PAD (dalam istilah Indonesia), maka PAD di
Jepang pada tahun 2010, sebagaimana diuraikan
di atas, memiliki porsi 35% dari total pendapatan
daerah.

Selanjutnya, sebagaimana disarankan oleh
Hadi (2010), kepada institusi di pemda,
khususnya dinas yang mengelola keuangan
pemda, hendaknya dapat mengembangkan
analisis rasio keuangan khusus pemda yang dapat
diterapkan untuk pengukuran kinerja keuangan
pemda sehingga dapat diketahui tingkatan
kemandirian pemda yang sebenarnya dalam
mendanai belanja daerah guna memacu
peningkatan pembangunan di daerah.

Lebih lanjut, melalui peningkatan PAD
secara kontinu ini diharapkan tingkat
kemandirian daerah semakin meningkat
(ketergantungan keuangan pemda kepada
pemerintah pusat semakin menurun). Senada
dengan hal ini, Bappenas (2003, dalam Setiaji
dan Adi, 2007) menyatakan bahwa dalam era
otonomi seharusnya peran PAD semakin besar
dalam membiayai berbagai belanja daerah.
Seiring dengan peningkatan (pertumbuhan)
pemberian pelayanan publik, diharapkan
kontribusi masyarakat semakin meningkat pula
dan penerimaan PAD menjadi semakin tinggi.
Kontribusi pemerintah pusat yang nantinya
semakin menurun seiring dengan meningkatnya
kemampuan daerah untuk meningkatkan PAD-
nya terjadi karena semakin luasnya kesempatan
yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada
pemda untuk menggali potensi yang setiap
daerah miliki.

7. PENUTUP

Dari hasil penelitian di atas dapat
disimpulkan bahwa tingkat kemandirian daerah
dalam pengelolaan keuangannya masih rendah
sekali hingga tahun 2014. Untuk itu saran yang
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dapat peneliti sampaikan antara lain sebagai

berikut:

a. Pemda terus berusaha untuk meningkatkan
PAD-nya pada tahun-tahun berikutnya untuk
meningkatkan kemandirian daerah,
misalnya dengan intensifikasi pemungutan
pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah
ada dengan tetap diimbangi dengan
peningkatan kualitas layanan publik yang
diberikan kepada masyarakat (bukan
sekedar eksploitasi PAD secara berlebihan
melalui peraturan perundang-undangan).
Upaya peningkatan PAD dan kualitas
layanan publik dapat dilakukan melalui
peningkatan efisiensi, efektifitas, dan
profesionalisme sumber daya manusia dan
lembaga-lembaga publik di daerah dalam
mengelola sumber daya daerah (Mardiasmo,
2002, dalam Leiwakabessy dan Solichin,
dalam FDASP, 2006), misalnya melalui
diklat bagi pegawai (hardskill dan softskill),
dan perbaikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di pemda agar
meningkatkan jumlah investasi yang masuk
ke daerah, dan selanjutnya diharapkan
terwujud multiplier effect untuk pajak dan
retribusi daerah.

b. Pemda dapat membuat kebijakan yang akan
memfokuskan bantuan DAU dari pemerintah
pusat untuk pembangunan aset tetap,
sehingga akhirnya aset tetap itu dapat
dimanfaatkan lebih lanjut untuk peningkatan
PAD non pajak daerah/non retribusi daerah
(multiplier effect).

c. Pemda mengembangkan rasio keuangan
khusus pemda yang dapat diterapkan untuk
mengukur kinerja keuangan pemda yang
sebenarnya.

d. Peningkatan peran aktif pemda dan DPRD
dalam menjalankan perannya masing-
masing demi terciptanya pembangunan
daerah berdasarkan aspirasi masyarakat
daerah.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini
masih memiliki keterbatasan, antara lain
ketiadaan data terinci per provinsi dan per
kabupaten/kota terkait PAD pada khususnya dan
pendapatan daerah pada umumnya. Untuk itu,
saran yang dapat peneliti sampaikan untuk
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penelitian berikutnya antara lain adalah sebagai

berikut:

a. Memperluas atau memerinci objek
penelitian hingga tingkat provinsi dan
kabupaten/kota.

b. Memperbanyak data dengan memperpanjang
rentang waktu data, dengan memper-
timbangkan perubahan basis akuntansi yang
dipakai dalam penyusunan laporan keuangan
pemerintah mulai laporan keuangan tahun
anggaran 2015, yakni berbasis akrual
(berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 dan
Permendagri Nomor 64 tahun 2013).

c. Meneliti variabel-variabel atau faktor-faktor
yang dapat menjelaskan atau mempengaruhi
kemandirian daerah, misalnya pinjaman
daerah dan investasi di daerah.
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